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Abstract: Agricultural and rural development policies in Indonesia are 

strategically designed to promote food security, reduce rural poverty, and 

empower farmers. However, persistent gaps between national policy objectives 

and local implementation remain evident, particularly in peripheral and island 

regions such as North Lombok Regency, West Nusa Tenggara. This study aims 

to critically review agricultural and rural development policies in Indonesia by 

focusing on farmer empowerment within the framework of national policy 

implementation at the local level. This article employs a qualitative literature 

review method by systematically analyzing peer-reviewed journal articles, 

policy documents, and relevant reports published over the last decade. The 

review emphasizes theoretical perspectives on participatory rural development, 

the capability approach, and place-based policy to interpret policy dynamics 

and implementation outcomes. The results indicate that agricultural and rural 

development policies are largely normative and production-oriented, with 

limited adaptation to local socio-economic and agro-ecological contexts. Weak 

institutional capacity, fragmented policy coordination, and insufficient farmer 

participation have constrained the effectiveness of empowerment initiatives in 

North Lombok. The findings further highlight that farmer empowerment is 

more strongly influenced by institutional support and governance quality than 

by individual farmer characteristics alone. In conclusion, effective agricultural 

and rural development requires a contextual, participatory, and institutionally 

grounded policy approach. Strengthening local institutions, enhancing policy 

convergence across sectors, and adopting place-based development strategies 

are essential to improving farmer empowerment and rural economic resilience. 

It is recommended that future policies prioritize institutional strengthening and 

locally adaptive frameworks to ensure inclusive and sustainable agricultural 

and rural development. 

Keywords: Agricultural policy; Farmer empowerment; Local institutions; 

Policy implementation; Rural deplovment. 

 

 

Pendahuluan 

 

Pembangunan pertanian pedesaan menjadi 

pilar utama pembangunan nasional di Indonesia 

karena sektor pertanian berperan strategis dalam 

penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, 

dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah 

menempatkan pertanian pedesaan tidak hanya 

sebagai sektor produksi, tetapi juga sebagai 

instrumen pembangunan inklusif yang 

meningkatkan kesejahteraan petani dan 

memperkuat ketahanan ekonomi wilayah 

pedesaan. Berbagai dokumen perencanaan 

nasional menegaskan pentingnya integrasi 

pembangunan pertanian dengan pembangunan 

desa serta penguatan kelembagaan lokal (Food 

and Agriculture Organization, 2017; World 

Bank, 2007). 

Secara teoretis, literatur pembangunan 

menjelaskan bahwa sektor pertanian memiliki 

peran ganda dalam pembangunan ekonomi. 

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2020) 

menyatakan bahwa sektor pertanian mendorong 

pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung 

transformasi struktural menuju pembangunan 

yang inklusif. Dalam konteks pedesaan, 
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pembangunan pertanian dipengaruhi oleh 

dinamika sosial, kelembagaan, dan kebijakan 

publik yang membentuk peluang serta 

keterbatasan petani. Oleh sebab itu, kebijakan 

pembangunan pertanian harus bersifat holistik, 

kontekstual, dan berorientasi pada pemberdayaan 

masyarakat. 

Namun, implementasi kebijakan 

pembangunan pertanian pedesaan di Indonesia 

masih menghadapi berbagai tantangan struktural. 

Kebijakan nasional sering kali tidak mampu 

menjawab kompleksitas persoalan di tingkat 

lokal, terutama di wilayah periferal dan 

kepulauan. Robert Chambers (2014) mengkritik 

pendekatan pembangunan yang sentralistik dan 

teknokratis karena mengabaikan pengetahuan 

lokal serta kebutuhan riil masyarakat desa. 

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan 

antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. 

Kesenjangan implementasi kebijakan 

tersebut menjadi isu penting dalam kajian 

kebijakan publik. Merilee S. Grindle (2017) 

menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan 

dipengaruhi oleh kapasitas institusi, konfigurasi 

aktor, dan konteks politik-ekonomi lokal. Dalam 

praktiknya, pembangunan pertanian pedesaan 

sering menghadapi masalah berupa rendahnya 

partisipasi petani, lemahnya kelembagaan lokal, 

serta fragmentasi program lintas sektor. Kondisi 

ini menyebabkan program pemberdayaan petani 

berjalan parsial dan belum menghasilkan 

perubahan struktural yang berkelanjutan. 

Penelitian empiris di Indonesia 

memperkuat temuan tersebut. Retnowati (2018) 

menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat top-

down menghasilkan implementasi yang kurang 

responsif terhadap kebutuhan petani. Selain itu, 

keterlibatan aktor lokal yang terbatas dalam 

proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan 

menurunkan efektivitas program pembangunan 

pedesaan. Dengan demikian, persoalan 

pembangunan pertanian tidak hanya bersifat 

teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola 

kebijakan dan relasi kelembagaan. 

Aspek erspektif pemberdayaan, 

pembangunan pertanian harus menempatkan 

petani sebagai subjek utama. Amartya Sen 

(1999) menjelaskan bahwa pembangunan 

merupakan proses perluasan kapabilitas individu 

untuk menentukan pilihan hidupnya. Oleh karena 

itu, pemberdayaan petani mencakup peningkatan 

akses terhadap lahan, teknologi, dan pasar, serta 

penguatan posisi tawar dalam rantai nilai 

pertanian. Keberhasilan pembangunan tidak 

hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi 

juga dari peningkatan kesejahteraan dan 

kapasitas petani. 

Meskipun demikian, pemberdayaan petani 

masih menghadapi kendala struktural. Auza, 

Sadono, dan Harijati (2023) menemukan bahwa 

tingkat keberdayaan petani lebih dipengaruhi 

oleh kualitas dukungan kelembagaan 

dibandingkan oleh karakteristik individu. 

Banyak program pemberdayaan masih berfokus 

pada pelatihan teknis jangka pendek tanpa 

penguatan kelembagaan yang memadai, 

sehingga dampaknya tidak berkelanjutan. 

Kelembagaan lokal memainkan peran 

penting dalam menjembatani kebijakan dan 

praktik di tingkat pedesaan. Pernyataan dari 

Putnam (2000) menekankan bahwa modal sosial, 

seperti kepercayaan dan jejaring, menjadi faktor 

kunci keberhasilan pembangunan. Kelembagaan 

lokal, seperti kelompok tani dan koperasi, tidak 

hanya melaksanakan program, tetapi juga 

memperkuat kapasitas kolektif masyarakat. 

Penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan 

yang kuat meningkatkan keberhasilan 

pembangunan partisipatif dan keberlanjutan 

program pedesaan. 

Selain itu, pembangunan pertanian 

pedesaan menghadapi tantangan berupa 

fragmentasi kebijakan lintas sektor. OECD 

(2016) menekankan pentingnya pendekatan 

berbasis wilayah yang mengintegrasikan 

kebijakan pertanian, pembangunan desa, dan 

ekonomi lokal. Tanpa integrasi tersebut, program 

pembangunan sering mengalami tumpang tindih 

dan inefisiensi, sehingga menghambat 

pemberdayaan petani. 

Konteks Lombok Utara mencerminkan 

kompleksitas permasalahan tersebut. Wilayah ini 

memiliki keterbatasan infrastruktur, kapasitas 

kelembagaan, dan akses sumber daya yang 

memengaruhi efektivitas kebijakan 

pembangunan pertanian. Penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa wilayah periferal 

menghadapi tantangan implementasi yang lebih 

besar dibandingkan wilayah inti (Wulandari & 

Zakaria, 2022). Namun, kajian yang 

mengintegrasikan aspek kebijakan, teori 

pembangunan, dan pemberdayaan petani di 

wilayah ini masih terbatas. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian 

ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan 

integratif yang menggabungkan teori 

pembangunan, kebijakan publik, dan temuan 

empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

secara kritis kebijakan pembangunan pertanian 

pedesaan dan pemberdayaan petani di Lombok 
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Utara dalam kerangka kebijakan nasional. 

Penelitian ini mengintegrasikan perspektif 

kapabilitas, pembangunan partisipatif, dan 

pendekatan berbasis wilayah untuk 

mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan 

dan implementasi. Hasil kajian ini diharapkan 

dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang 

lebih kontekstual, integratif, dan berkelanjutan. 

Pembangunan pertanian pedesaan 

merupakan elemen fundamental dalam 

pembangunan ekonomi, khususnya di negara 

berkembang. Sektor pertanian menyediakan 

pangan, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi 

kemiskinan di wilayah pedesaan. Di Indonesia, 

pemerintah menjadikan pertanian pedesaan 

sebagai pilar pembangunan nasional karena 

sebagian besar masyarakat menggantungkan 

hidup pada sektor ini. Pemerintah juga 

memposisikan pertanian tidak hanya sebagai 

sektor produksi, tetapi sebagai instrumen 

pembangunan inklusif yang meningkatkan 

kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan 

ekonomi wilayah pedesaan. Kebijakan ini 

tercermin dalam berbagai dokumen 

pembangunan yang menekankan integrasi antara 

pembangunan pertanian, pembangunan desa, dan 

penguatan kelembagaan lokal (Food and 

Agriculture Organization, 2017; World Bank, 

2007). 

 

Bahan dan Metode 

 

Artikel ini menggunakan pendekatan 

review literatur sistematis bersifat kualitatif 

untuk menganalisis kebijakan pembangunan 

pertanian pedesaan dan pemberdayaan petani 

dalam kerangka kebijakan nasional dengan fokus 

pada Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara 

Barat. Metode ini dipilih untuk memperoleh 

pemahaman komprehensif dan kritis terhadap 

dinamika kebijakan, kesenjangan implementasi, 

serta praktik pemberdayaan petani yang 

berkembang dalam konteks lokal. 

Proses pengumpulan data dilakukan 

melalui penelusuran literatur ilmiah dan 

dokumen kebijakan yang relevan, meliputi 

artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 

internasional bereputasi, laporan resmi 

pemerintah, serta dokumen perencanaan 

pembangunan pertanian dan pedesaan. Sumber 

literatur diperoleh dari basis data ilmiah seperti 

Scopus, Google Scholar, dan Garuda, dengan 

rentang publikasi utama 10–15 tahun terakhir 

untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran 

kajian. 

Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) 

membahas kebijakan pembangunan pertanian 

dan/atau pedesaan, (2) memuat isu 

pemberdayaan petani atau kelembagaan 

pertanian, (3) relevan dengan konteks Indonesia 

atau wilayah dengan karakteristik serupa, serta 

(4) memiliki kejelasan metodologis.  

Analisis data dilakukan melalui teknik 

analisis tematik dan sintesis naratif. Untuk 

menjaga validitas dan ketajaman analisis, 

dilakukan triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan temuan antar artikel ilmiah dan 

dokumen kebijakan. Interpretasi hasil analisis 

diarahkan pada pengembangan argumen kritis 

dan perumusan rekomendasi kebijakan berbasis 

wilayah.  

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil 

Hasil review literatur menunjukkan bahwa 

kebijakan pembangunan pertanian pedesaan di 

Indonesia telah mengalami pergeseran 

paradigma yang signifikan, dari pendekatan 

berorientasi produksi menuju pendekatan yang 

menekankan pemberdayaan petani, penguatan 

kelembagaan lokal, dan pembangunan 

berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan 

tersebut di tingkat daerah, khususnya di 

Kabupaten Lombok Utara, menunjukkan variasi 

capaian dan masih menghadapi sejumlah kendala 

struktural. 

 

Arah dan Fokus Kebijakan Pembangunan 

Pertanian Pedesaan 

Sebagian besar literatur yang direview 

menegaskan bahwa kebijakan nasional 

menempatkan pertanian pedesaan sebagai 

instrumen strategis untuk ketahanan pangan, 

pengurangan kemiskinan, dan pembangunan 

wilayah. Fokus kebijakan meliputi peningkatan 

produktivitas, diversifikasi usaha tani, penguatan 

kelompok tani, serta integrasi pertanian dengan 

sektor lain. Namun, hasil review menunjukkan 

bahwa orientasi kebijakan tersebut belum 

sepenuhnya terimplementasi secara konsisten di 

tingkat lokal, terutama dalam aspek 

pemberdayaan dan kemandirian petani. Temuan 

ini sejalan dengan hasil sintesis kebijakan yang 

dirangkum pada: 

 

1. Perbedaan antara tujuan kebijakan nasional 

dan fokus implementasi di daerah. 

 

2. Implementasi Kebijakan di Lombok Utara 
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Di Lombok Utara, implementasi kebijakan 

pembangunan pertanian pedesaan lebih banyak 

diwujudkan melalui program bantuan sarana 

produksi, penguatan kelompok tani, dan 

pelatihan teknis. Hasil review menunjukkan 

bahwa program-program tersebut berkontribusi 

pada peningkatan kapasitas teknis petani dalam 

jangka pendek, namun dampaknya terhadap 

kemandirian ekonomi dan daya tawar petani 

masih terbatas. 

Sebagian besar studi mencatat bahwa skala 

usaha tani yang kecil, keterbatasan akses 

terhadap modal dan pasar, serta lemahnya 

kelembagaan ekonomi petani menjadi faktor 

penghambat utama. Temuan ini memperlihatkan 

bahwa kebijakan yang bersifat programatik 

belum sepenuhnya mampu mendorong 

transformasi struktural pertanian pedesaan di 

Lombok Utara. 

 

3. Tingkat Pemberdayaan Petani 

Hasil review menunjukkan bahwa tingkat 

pemberdayaan petani di Lombok Utara berada 

pada kategori sedang hingga rendah, terutama 

dalam dimensi pengambilan keputusan, akses 

terhadap pasar, dan kontrol terhadap sumber 

daya produksi. Sebaliknya, dimensi kapasitas 

teknis dan partisipasi dalam kelompok tani 

menunjukkan capaian yang relatif lebih baik. 

Perbandingan antar temuan penelitian 

menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan 

petani lebih dipengaruhi oleh kualitas 

kelembagaan lokal dan intensitas pendampingan 

dibandingkan oleh karakteristik individu petani 

seperti pendidikan formal atau luas lahan. 

 

4. Kelembagaan Lokal dan Sinergi Kebijakan 

Hasil review juga menegaskan bahwa 

kelembagaan lokal, seperti kelompok tani dan 

lembaga desa, memiliki peran penting dalam 

menjembatani kebijakan nasional dengan 

praktik lokal. Namun, literatur menunjukkan 

bahwa peran kelembagaan tersebut belum 

optimal akibat keterbatasan kapasitas 

manajerial dan lemahnya koordinasi lintas 

sektor. Hubungan antara kebijakan nasional, 

kelembagaan lokal, dan pemberdayaan petani 

masih bersifat linear dan belum membentuk 

sistem sinergis yang berkelanjutan. 

 

5. Pola Umum dan Temuan Sintesis 

Secara keseluruhan, hasil review 

mengidentifikasi tiga pola utama. Pertama, 

terdapat kesenjangan antara desain kebijakan 

nasional yang bersifat normatif dengan realitas 

implementasi di Lombok Utara. Kedua, 

pemberdayaan petani masih lebih berorientasi 

pada peningkatan kapasitas teknis dibandingkan  

penguatan ekonomi dan kelembagaan. Ketiga, 

pendekatan kebijakan berbasis wilayah dan 

konvergensi lintas sektor belum diterapkan 

secara optimal. 

 

Pembahasan 

 

Pembangunan Pertanian Pedesaan dalam 

Kerangka Kebijakan Nasional 

Pembangunan pertanian pedesaan dalam 

kebijakan nasional Indonesia secara konseptual 

ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, 

mengurangi kemiskinan pedesaan, dan 

memperkuat ketahanan pangan nasional. 

Kerangka kebijakan ini tercermin dalam berbagai 

dokumen perencanaan nasional yang 

menempatkan sektor pertanian sebagai basis 

pembangunan wilayah pedesaan. Paradigma 

tersebut sejalan dengan teori pembangunan 

ekonomi klasik dan kontemporer yang 

menegaskan peran pertanian sebagai fondasi 

transformasi struktural di negara berkembang 

(Todaro & Smith, 2020). 

Namun, dalam praktiknya, orientasi 

kebijakan nasional masih cenderung 

menekankan pencapaian target produksi dan 

stabilitas pangan secara makro, sementara 

dimensi sosial dan kelembagaan pedesaan belum 

memperoleh perhatian yang seimbang. 

Chambers (2014) mengkritik pendekatan 

pembangunan semacam ini karena berpotensi 

mengabaikan realitas lokal, pengetahuan petani, 

serta relasi kekuasaan yang memengaruhi 

distribusi manfaat pembangunan. Penelitian 

Wulandari dan Zakaria (2022) juga menunjukkan 

bahwa kebijakan pertanian nasional sering kali 

bersifat seragam dan kurang sensitif terhadap 

heterogenitas wilayah pedesaan di Indonesia. 

Dalam konteks ini, pembangunan 

pertanian pedesaan perlu dimaknai tidak hanya 

sebagai peningkatan output pertanian, tetapi 

sebagai proses multidimensional yang mencakup 

transformasi sosial, penguatan kelembagaan, dan 

peningkatan kapabilitas petani. Pemaknaan ini 

penting untuk menjembatani kesenjangan antara 

tujuan kebijakan nasional dan kebutuhan riil 

masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah 

periferal seperti Lombok Utara. 
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Kesenjangan antara Ideal Kebijakan dan 

Realitas Implementasi Lokal 

Kesenjangan antara ideal kebijakan dan 

realitas implementasi merupakan isu klasik 

dalam studi kebijakan publik. Grindle (2017) 

menegaskan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas 

institusional, konfigurasi aktor, dan konteks 

sosial-politik di tingkat lokal. Dalam 

pembangunan pertanian pedesaan, kesenjangan 

ini tampak pada rendahnya efektivitas berbagai 

program pemberdayaan yang dirancang secara 

top-down. 

Penelitian Retnowati (2018) menunjukkan 

bahwa pendekatan kebijakan yang sentralistik 

cenderung menghasilkan program yang kurang 

responsif terhadap kebutuhan petani dan kondisi 

lokal. Hal ini diperkuat oleh temuan Retnowati, 

Fathoni, dan Chen (2018) yang menekankan 

bahwa minimnya partisipasi aktor lokal dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menjadi 

penyebab utama lemahnya dampak 

pembangunan pedesaan. Dengan demikian, 

kesenjangan implementasi bukan semata-mata 

persoalan teknis, tetapi mencerminkan persoalan 

struktural dalam tata kelola kebijakan. 

Dalam konteks Lombok Utara, 

kesenjangan ini semakin diperbesar oleh 

keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya 

manusia, dan akses terhadap layanan pendukung 

pertanian. Studi-studi pembangunan wilayah 

periferal menunjukkan bahwa daerah kepulauan 

dan tertinggal cenderung menghadapi hambatan 

implementasi kebijakan yang lebih kompleks 

dibandingkan wilayah inti (OECD, 2016). Oleh 

karena itu, pemaknaan kesenjangan ideal–

realitas perlu diarahkan pada upaya reformulasi 

pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan 

partisipatif. 

 

Pemberdayaan Petani sebagai Inti 

Pembangunan Pertanian Pedesaan 

Pemberdayaan petani merupakan konsep 

kunci dalam pembangunan pertanian pedesaan 

yang berkelanjutan. Dalam perspektif teori 

kapabilitas, pemberdayaan dipahami sebagai 

proses perluasan kemampuan individu dan 

kelompok untuk menentukan pilihan hidup yang 

mereka nilai berharga (Sen, 1999). Dengan 

demikian, pemberdayaan petani tidak hanya 

berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi 

juga dengan peningkatan akses terhadap sumber 

daya, pengetahuan, dan pengambilan keputusan. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

pemberdayaan petani di Indonesia masih 

menghadapi kendala struktural. Auza, Sadono, 

dan Harijati (2023) menemukan bahwa 

keberdayaan petani lebih dipengaruhi oleh 

kualitas dukungan kelembagaan dan 

pendampingan dibandingkan karakteristik 

individu petani. Temuan ini menegaskan bahwa 

pemberdayaan merupakan proses kolektif yang 

sangat bergantung pada lingkungan kebijakan 

dan kelembagaan. 

Dalam praktik kebijakan, pemberdayaan 

petani sering kali direduksi menjadi pelatihan 

teknis jangka pendek yang kurang terintegrasi 

dengan penguatan organisasi petani dan akses 

pasar. Janssen et al. (2010) menegaskan bahwa 

pemberdayaan yang berkelanjutan memerlukan 

integrasi antara peningkatan kapasitas teknis, 

penguatan kelembagaan, dan dukungan 

kebijakan yang konsisten. Oleh karena itu, 

pembangunan pertanian pedesaan perlu 

menempatkan pemberdayaan petani sebagai 

tujuan substantif, bukan sekadar instrumen 

pencapaian target produksi. 

 

Peran Kelembagaan Lokal dan Modal Sosial 

Kelembagaan lokal memainkan peran 

strategis dalam menjembatani kebijakan nasional 

dengan praktik pembangunan di tingkat 

pedesaan. Putnam (2000) menekankan bahwa 

modal sosial—yang tercermin dalam 

kepercayaan, norma, dan jejaring sosial—

merupakan prasyarat bagi efektivitas 

pembangunan. Dalam konteks pertanian 

pedesaan, kelembagaan lokal seperti kelompok 

tani dan koperasi berfungsi sebagai arena utama 

interaksi antara petani dan kebijakan publik. 

Penelitian Nurgiyantoro dan Efendi 

(2017:143–146) menunjukkan bahwa 

kelembagaan lokal yang kuat berkontribusi 

signifikan terhadap keberhasilan pembangunan 

partisipatif dan keberlanjutan program pedesaan. 

Sebaliknya, kelembagaan yang lemah cenderung 

menghasilkan implementasi kebijakan yang tidak 

efektif dan rentan terhadap kegagalan (Retnowati 

et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa 

penguatan kelembagaan lokal merupakan 

prasyarat bagi pemberdayaan petani dan 

pembangunan pertanian pedesaan yang 

berkelanjutan. 

Dalam konteks Lombok Utara, penguatan 

kelembagaan lokal menjadi semakin penting 

mengingat keterbatasan kapasitas institusional 

dan tantangan geografis. Oleh karena itu, 

kebijakan pembangunan pertanian pedesaan 

perlu diarahkan pada investasi jangka panjang 
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dalam penguatan kelembagaan dan modal sosial 

masyarakat desa. 

 

Konvergensi Kebijakan dan Pendekatan 

Berbasis Wilayah 

Fragmentasi kebijakan lintas sektor 

merupakan salah satu hambatan utama dalam 

pembangunan pertanian pedesaan. OECD (2016) 

mengemukakan pendekatan pembangunan 

berbasis wilayah (place-based policy) sebagai 

strategi untuk mengintegrasikan berbagai sektor 

kebijakan secara kontekstual. Pendekatan ini 

menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan 

pertanian, pembangunan desa, dan 

pengembangan ekonomi lokal. 

Penelitian Wulandari dan Zakaria (2022) 

menunjukkan bahwa kurangnya konvergensi 

kebijakan sering kali menyebabkan tumpang 

tindih program dan inefisiensi alokasi sumber 

daya. Janssen et al. (2010) menegaskan bahwa 

integrasi lintas sektor dapat meningkatkan 

efektivitas kebijakan dengan memanfaatkan 

potensi lokal secara optimal. Dalam konteks ini, 

konvergensi kebijakan menjadi prasyarat bagi 

pembangunan pertanian pedesaan yang inklusif 

dan berkelanjutan. 

 

Implikasi Teoretis dan Kebijakan 

Secara teoretis, pembahasan ini 

memperkuat literatur pembangunan pertanian 

pedesaan dengan mengintegrasikan teori 

kapabilitas, pembangunan partisipatif, dan 

pembangunan berbasis wilayah. Integrasi ini 

memberikan kerangka analitis yang 

komprehensif untuk memahami dinamika 

pembangunan pertanian pedesaan di wilayah 

periferal. Dari sisi kebijakan, temuan ini 

mengindikasikan perlunya reformulasi strategi 

pembangunan pertanian pedesaan yang lebih 

adaptif, partisipatif, dan berbasis kelembagaan. 

Kebijakan nasional perlu memberikan ruang 

yang lebih besar bagi inovasi lokal dan penguatan 

kapasitas kelembagaan desa. 

 

Kesimpulan 

 

Kajian ini menunjukkan bahwa 

pembangunan pertanian pedesaan di Indonesia, 

khususnya di Lombok Utara, masih menghadapi 

kesenjangan antara desain kebijakan nasional 

dan implementasi di tingkat lokal. Kebijakan 

yang berorientasi pada peningkatan produksi 

belum sepenuhnya diimbangi dengan 

pemberdayaan petani dan penguatan 

kelembagaan lokal. Kondisi ini tercermin pada 

lemahnya kapasitas institusional, rendahnya 

koordinasi lintas sektor, serta kurangnya adaptasi 

kebijakan terhadap karakteristik wilayah 

pedesaan. Temuan kajian juga menegaskan 

bahwa keberhasilan pembangunan pertanian 

pedesaan sangat dipengaruhi oleh kualitas 

kelembagaan lokal dan integrasi kebijakan. 

Penguatan kelembagaan serta konvergensi 

kebijakan pertanian dan pembangunan pedesaan 

berpotensi meningkatkan efisiensi sumber daya, 

memperkuat ekonomi lokal, dan memperluas 

akses petani terhadap pasar. Oleh karena itu, 

pendekatan pembangunan yang lebih integratif, 

kontekstual, dan berbasis pemberdayaan menjadi 

kunci dalam mendorong pembangunan pedesaan 

yang inklusif dan berkelanjutan. 
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